BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN

Menimbang

Mengingat

2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

: a. bahwa agar perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun

1.

tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRA PD) yang menetapkan prioritas program
dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk
memberikan landasan Kkebijakan taktis strategis dalam
kerangka pencapaian visi  dan misi  yang dapat
dipertanggungjawabkan;

.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-
2026, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

20.

21.

22.

23.

24.

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6514)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau 2);



35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 54);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun
Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2021 Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembar Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2021-2026.
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun,
3. Bupati adalah Bupati Karimun.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karimun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJIMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa
jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB Il
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. Pendahuluan;

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerabh;

Tujuan dan Sasaran;

Strategi dan Arah Kebijakan;

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

Kineija Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

. Penutup.

SQ "o o0 o

(2 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman
dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman :
a. Bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kabupaten Karimun setiap tahunnya; dan
b. Bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

(4) Rincian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
padatanggal 31 Desember 2021

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Desember 2021

KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 76
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021- 2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021- 2026

PERANGKAT DAERAH

2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN
DINAS SOSIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
DINAS PENGENDALLAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DINAS PERIKANAN
DINAS PARIWISATA
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARIMUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
INSPEKTORAT DAERAH
KECAMATAN KARIMUN
KECAMATAN MERAL
KECAMATAN MERAL BARAT
KECAMATAN TEBING
KECAMATAN KUNDUR
KECAMATAN UNGAR



NO

35
36
37
38
39
40
41

10

PERANGKAT DAERAH
2

KECAMATAN KUNDUR UTARA
KECAMATAN BELAT
KECAMATAN KUNDUR BARAT
KECAMATAN MORO
KECAMATAN BURU
KECAMATAN DURAI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4 BUPATI KARIMUN,



